SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
menyatakan BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem
akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang
berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh
Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu mengatur Kebijakan Akuntansi pada Puskesmas yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA

PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Ciamis.

2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
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Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang memiliki
tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala masing-masing Puskesmas di
Kabupaten Ciamis.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan
yang tidak perlu dibayar kembali.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang
dapat meningkatkan kemampuan BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip
akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
BLUD Puskesmas yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas,
Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Operasional/Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang operasi BLUD Puskesmas mengenai sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD Puskesmas.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan
keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD
tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.



18. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan keuangan.

19. Sistem informasi manajemen keuangan adalah sebuah sistem yang
mengumpulkan dan mengolah semua data keuangan menjadi sebuah
informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar
pengambilan keputusan keuangan.

20. Standar akuntansi adalah pedoman umum penyusunan laporan keuangan
yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang
dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan
tertentu.

21. Transaksi keuangan BLUD adalah sebuah kegiatan ekonomi yang bisa diukur
dengan satuan uang tertentu, yang dapat mengubah posisi keuangan BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyajian
laporan keuangan BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ciamis.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjalankan manajemen
keuangan yang tertib dan sehat.

BAB III
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 4
(1) BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai

dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD Puskesmas dicatat dalam dokumen
pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 5
(1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi
profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat;

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan,
biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana;

(3) BLUD Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku yang diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 6
Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis

akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemimpin BLUD
Puskesmas menyusun kebijakan akuntansi sesuai jenis layanannya;

Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7
Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari :

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b.laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya
BLUD Puskesmas selama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas
operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas
selama periode tertentu: dan

d. catatan atas pelaporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan
kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD Puskesmas;

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh
pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan,
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;

Setiap semesteran dan tahunan BLUD Puskesmas wajib menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional,
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan
kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan
kedalam laporan keuangan Dinas Kesehatan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Ciamis, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan
berakhir.

Pasal 9
Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);

Untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan, BLUD Puskesmas
melakukan konversi dari laporan keuangan versi SAK ke dalam laporan
keuangan versi SAP.

Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri atas laporan keuangan sebelum
konversi dan laporan keuangan setelah konversi.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005



